
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT

PERWAKILAN RAIffAT DAERAH

DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2At6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 11O3);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e1;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRSTARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.

4.

5.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rak5rat Daerah

Provinsi Sumatera Utara;

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu

adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekdaprovsu

adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu

Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Dasar Provinsi;

Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur yang mempunyai tugas

memberikan telahaan mengenai masalah Pemerintahan

Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan s'usunan organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, terdiri dari :

Sekretariat Daerah Provinsi;

Sekretariat DPRD Provinsi;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

a.

b.
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Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

t1) Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A, terdiri dari :

a. Asisten Administrasi Pemerintahan;

b. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan

Kesejahteraan;

c. Asisten Administrasi Umum dan Aset.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :

a. Biro Pemerintahan;

b. Biro Hukum;

c. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama;

(2| Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan

Kesejahte raarr, terdiri dari:

a. Biro Bina Perekonomian:

b. Biro Administrasi Pembangunan;

c. Biro Sosial dan Kesejahteraan.

t3) Asisten Administrasi Umum dan Aset, terdiri dari :

a. Biro Umum dan Perlengkapan;

b. Biro Organisasi;

c. Biro Humas dan Keprotokolan.

Bagian Kedua

Biro Pemerintahan

Pasal 5

(1) Biro Pemerintahan, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :

a. Sub Bagian Ketertiban dan Ketenteraman Umum;

b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan

dan Desa;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
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2. Bagian Perbatasan dan Pertanahan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Batas Antar Negara, provinsi dan

KabupatenlKota;

b. Sub Bagian Toponimi, Data Wilayah dan Kawasan;

c. Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.

3. Bagian Perangkat Wilayah, terdiri dari :

a. Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Wilayah;

b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Ttrgas Pembantuan;

c. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Perangkat

Wilayah.

(21 Bagan Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yarrg tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Biro Hukum

Pasal 6

(1) Biro Hukum, terdiri dari :

1. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum;

b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupatenf Kota,

terdiri dari :

a. Sub Bagian Fasilitasi Wilayah I;

b. Sub Bagian Fasilitasi Wilayah II;

c. Sub Bagian Fasilitasi Wilayah III.

3. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :

a. Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;

b. Sub Bagian Pen5ruluhan dan Hak Asasi Manusia;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(21 Bagan Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Keempat

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pasal 7

tl) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari :

1. Bagian Penataan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

b. Sub Bagian Penataan Daerah dan Hubungan Antar

Lembaga;

c. Sub Bagian Pendapatan Daerah;

2. Bagian Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;

b. Sub Bagian Kerjasama- Dalam Negeri;

c. Sub Bagian Evaluasi Kerjasarna.

3. Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi Kewenangan dan Urusan

pemerintahan;

b. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Sub Bagian Administrasi Kelengkapan Perangkat

Kabupaten/Kota.

{21 Bagan Organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagran Kelima

Biro Bina Perekonomian

Pasal 8

(U Biro Bina Perekonomian, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi dan Perekonomian Umum, terdiri

dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

b. Sub Bagian Perniagaan, Industri dan Promosi;

c. Sub Bagian Transportasi dan Pariwisata.

2. Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah, terdiri dari:

a. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat

Kurang Sejahtera;

b. Sub Bagian Pembinaan BUMD;

c. Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.
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3. Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Produksi

Hortikultura, terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup;

b. Sub Bagian Pengembangan Pangan dan Pertanian;

c. Sub Bagtan Pengembangan Perikanan dan

Peternakan.

{2} Bagan Organisasi Biro Bina Perekonomian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagran Keenam

Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 9

(1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

b. Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan

Distribusi;

c. Sub Bagian Informasi dan Advokasi.

2. Bagian Bina Usaha Jasa, terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Usaha dan Jaringan Jasa

Konstruksi;

b. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil

Pembangunan;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3. Bagian Pengendalian Pembangunall, terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan

Pembangunan;

b. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan

Infrastr-uktur Pembangunan ;

c. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi

Pekerjaan Umum.

(2) Bagan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Ketujuh

Biro Sosial dan Kesejahteraan

Pasal 1O

{1} Biro Sosial dan KesejahteraarL, terdiri dari :

1. Bagian Fasilitasi Pembinaan Keagamaan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Bina Kerukunan Agama dan Mental;

b. Sub Bagian Bantuan dan Lembaga;

c. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Haji dan Wisata

Rohani.

2. Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan,

terdiri dari :

a. Sub Bagian Pendidikan dan Keolahtagaan;

b. Sub Bagian Kebudayaan;

c. Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

3. Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari :

a. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

b. Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(21 Bagan Organisasi Biro sosial dan Kesejahteraan

sebagaimana tercantum dalam Lamp|16:an VII sebagai bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Biro Umum dan PerlengkaPan

Pasal 11

(1) Biro Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

a. Sub Bagian Keuangan Sekretariat;

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sekretariat;

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

d. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli dan Asisten-

2. Bagtan Rumah Tangga, terdiri dari :

a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

b. Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat;

c. Sub Bagian Operasional Mess dan Gedung.



-9-

3. Bagian Pengadaan dan Perawatafi, terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengadaan;

b. Sub Bagian Perawatan;

c. Sub Bagian Distribusi dan Aset Sekretariat-

{21 Bagan Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

tsagian Kesembilan

Biro Organisasi

Pasal L2

tU Biro Organisasi, terdiri dari :

1. Bagian Kelembagaan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Provinsi;

b. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah KabupatenlKota;

c. Sub Bagian Data Perangkat Daerah dan Bina

Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Provinsi dan

Badan Usaha Milik Daerah;

b. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Kabupaten/

Kota;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3. Bagian Akuntabilitas dan Analisis Jabatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja;

b. Sub Bagian Pengukuran Kinerja dan Bina Budaya

Ke{a;

c. Sub Bagian Analisis Jabatan Fungsional dan

Jabatan Fungsional Umum.

{21 Bagan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercarttum

dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Kesepuluh

Biro Humas dan Keprotokolan

Pasal 13

(1) Biro Humas dan Keprotokolan, terdiri dari :

1. Bagian Humas, terdiri dari :

a. Sub Bagian Pemberitaan ;

b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;

c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;

2. Bagian Pelayanan Media dan Informasi :

a. Sub Bagial Pelayanan Media;

b. Sub Bagian Pelayanan Informasi;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3. Bagian Keprotokolan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Acara KeProtokolan;

b. Sub Bagian Hubungan Keprotokolan;

c. Sub Bagian Ketatausahaan Pimpinan-

l2t Bagan Organisasi Biro Humas dan Keprotokolan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah

Pasal 14

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, terdiri dari :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

a. Sub BagianTata Usaha dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian;

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perawatan.

2. Bagian Keuangan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan;

c. Sub Bagian Akuntansi.

3. Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Risalah,

terdiri dari:

a. Sub Bagian Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Pengk4jian Hukum;

c. Sub Bagian Sidang dan Risalah-
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4. Bagian Informasi dan Protokol, terdiri dari :

a. Sub Bagian Informasi;

b. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;

c. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat'

{21 Bagan Organisasi sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran xI sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas

Staf Ahli Gubernur

Pasal 15

Staf Ahli Gubernur, terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

2. Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan

Pemberdayaan Masyarakat;

3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunarl, Aset

dan Sumber Daya Alam.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk kelompok jabatan

fungsional, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Tlrgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Pasal 17

T\rgas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing unit kerja pada

Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Gubernur.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2OLL tentang T\rgas,

Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dal Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLl Nomor 65), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku"

Pasal 19

pada tanggalPeraturan Gubernur ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 27 Desember 2O16

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A16 NOMOR 38

Sali Aslinya
KUM,

Muda {IV/c}



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Salinan

Pembina U

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN

ADMINISTRASI UMUM DAN ASET

ASISTEN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ASISTEN

ADMINI STRASI PEREKONOMIAN,
PEMBANGUNAN DAN

KESnJAHTERAAN

BIRO

UMUM DAN PERLENGKAPAN

BIRO

PEMERINTAHAN

BIRO
HUKUM

BIRO

ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

BIRO
SOSIAL DAN

KESEJAHTERAAN

BIRO

OTONOMI DAERAH DAN
KERJASAMA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADINrP.19590227
yl4uda (IVA)
198003 1 004



BAGAN ORGANISASI

BIRO POMERINTAHAN
SETDAPROVSU

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2Oi6
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

BIRO

PEMERITTTATIAN

BAGIAN

PEMERINTAHAN UMUM

BAGIAN

PERBATASAN DAN PERTANAHAN

BAGIAN

PERANGKAT WILAYAH

SUB BAGIAN

KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

SUB BAGIAN

BATAS ANTAR NEGARA,
PROVINSI DAN KAB/KOTA

SUB BAGIAN
FASILITASI PERANGKAT WILAYAH

SUB BAGIAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN,
KELURAHAN DAN DESA

SUB BAGIAN

TOPONIMI, DATA WILAYAH DAN
KAWASAN

SUB BAGIAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA BIRO

SUB BAGIAN

FASILITASI PERTANAHAN

SUB BAGIAN
PELAPORAN DAN EVALUASI

PERANGKAT WILAYAH

Salinan
KE

c)Pembina- U
NrP.19590227

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI198003 1 004



BAGAN ORGANISASI

BIRO HUKUM SETDAPROVSU

Salinan
KE

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

BIRO

TIUKUM

BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN
FASILITASI PRODUK

HUKUM KAB/KOTA

BAGIAN

BANTUAN HUKUM

SUB BAGIAN

RANCANGAN PRODUK
HUKUM

SUB BAGIAN
FASILITASI PRODUK HUKUM

WILAYAH I

SUB BAGIAN
SENGKETA DAN BANTUAN

HUKUM

SUB BAGIAN

PENGKAJIAN PRODUK HUKUM

SUB BAGIAN
FASILITASI PRODUK HUKUM

WIT,AYAH II

SUB BAGIAN

PEI\ryULUHAN DAN HAK ASASI
MANUSIA

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

SUB BAGIAN

FASILITASI PRODUK HUKUM
WILAYAH III

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

Pembina U
NIP.19590227

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI



BAGAN ORGANISASI
BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

SETDAPROVSU

De Aslinya
M,

lcl

i:.il
i '' \

BIRO

OTONOMI DAENAH DAI{
KEIL'ASAMA

BAGIAN
PENATAAN DAN PENDAPATAN

DAERAH

BAGIAN

FASILITASI KERJA SAMA

BAGIAN

PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

SUB BAGIAN

KERJASAMA LUAR NEGERI

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI KEWENANGAN
DAN URUSAN PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN

PENATAAN DAERAH DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUB BAGIAN

KERJA SAMA DALAM NEGERI

SUB BAGIAN

PEI{YELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SUB BAGIAN
PENDAPATAN DAERAH

SUB BAGIAN

EVALUASI KERJA SAMA

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI KELENGKAPAN

PERANGKAT KABUPATEN/ KOTA

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI1 004



BAGAN ORGANISASI
BIRO BINA PEREKONOMIAN

SETDAPROVSU

Pembina Uta
4lf i,-

Muda /cl

BIRO

BINA PEREKONOMIAN

BAGIAN
ADMINISTRASI DAN

PEREKONOMIAN UMUM

BAGIAN

PENGEMBANGAN EKONOMI
DAERAH

BAGIAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ALAM DAN PRODUKSI

HORTIKULTURA

SUB BAGIAN

TATA USAHA BIRO

SUB BAGIAN

PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN
MASYARAKAT KURANG

SF^'AHTERA

SUB BAGIAN

PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

SUB BAGIAN

PERNIAOAAN, INDUSTRI DAN
PROMOSI

SUB BAGIAN

PEMBINAAN BUMD

SUB BAGIAN

PENGEMBANGAN PANGAN DAN
PERTANIAN

ASI DAN PARIWISATA

SUB BAGIAN

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUB BAGIAN
PENGEMBANGAN PERIKANAN

DAN PETERNAKAN

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADINIP.19590227 t98003 I OO4



BAGAN ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDAPROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

BIRO

AI'MINISI RASI PEMBANGUI{AII

BAGIAN

LAYANAN PENGADAAN

BAGIAN

BINA USAHA JASA

BAGIAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

SUB BAGIAN
BINA USAHA DAN

JARINGAN JASA KONSTRUKSI

SUB BAGIAN

BINA PROGRAM, BINA SOSIAL
BUDAYA DAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN

BINA SUMBER DAYA MANUSIA
DAN DISTRIBUSI

SUB BAGIAN
FASILITASI PENGEMBANGAN

HASIL PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN
PENGAWASAN FISIK, SARANA DAN
INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN

TNFORMASI DAN ADVOKASI

SUB BAGIAN

TATA USAHA BIRO
SUB BAGIAN

BINA ADMINISTRASI DAN
FASILITASI PEKERJAAN UMUM

Salinan
KEPA

Pembina U

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI
NIP.19590227 198003 i O04



BAGAN ORGANISASI
BIRO SOSIAL DAN KESF^IAHTERAAN

SETDAPROVSU

Salinan
K

Pembina U 0v

BIRO

SOSIAL DAN KESAIAHTERAAI{

BAGIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

DAN KETENAGAKEFTJAAN

BAGIAN

PEMBINAAN SOSIAL

BAGIAN

FASILITASI PEMBINAAN
KEAGAMAAN

SUB BAGIAN
PENDIDIKAN DAN
KEOLAHRAGAAN

SUB BAGIAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN

BINA KERUKUNAN AGAMA DAN
MENTAL

SUB BAGIAN

BANTUAN DAN LEMBAGA

SUB BAGIAN

BINA KEBUDAYAAN

SUB BAGIAN

BANTUAN DAN REHABILITASI
SOSIAL

SUB BAGIAN

FASILITASI URUSAN HAJI DAN
TA ROHANI

SUB BAGIAN

KETENAGAKERJAAN DAN
KESEHATAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

UTARA

NIP. i9590227 198003 I 004



BAGAN ORGANISASI
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

SETDAPROVSU

Salinarr Aslinya

Pembina U Muda

BIRO

UMUM DAN PERLETIGI{APAN

BAGIAN
PENGADAAN DAN

PERAWATAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

RUMAH TANGGA PIMPINAN
SUB BAGIAN

PENGADAAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

RUMAH TANGGA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PERAWATAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN PELAPOMN
SUB BAGIAN

OPERASIONAL MESS DAN

GEDUNG

SUB BAGIAN

DISTRIBUSI DAN ASET
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

TATA USAHA STAF AHLI DAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBDRNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

NIP.19590227 198003

M,

TENGKU ERRY NURADI



BAGAN ORGANISASI

BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Salinan

Pembina U

BIRO

ORGAI{ISASI

BAGIAN

KELEMBAGAAN

BAGIAN

KETATALAKSANAAN

BAGIAN

AKUNTABILITAS DAN

ANALISIS JABATAN

SUB BAGIAN

FASILITASI KELEMBAGAAN

PROVINSI

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN

PENILAIAN KINERJA
TATALAKSANA PEM ERINTAH

PROVINSI DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH

SUB BAGIAN

BINA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN
TATALAKSANA PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN
PENGUKURAN KINERJA DAN

BINA BUDAYA KERJA

SUB BAGIAN

DATA PERANGKAT DAERAH DAN
BINA KELEMBAGAAN BADAN

USAT{AMILIK DAERAH

SUB BAGIAN

ANALISIS JABATAN FUNGStrONAL

DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUMTATA USAHA BIRO

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATEFd, UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI
NrP. i9590227



BAGAN ORGANISASI

HUMAS DAN KEPROTOKOLAN

SETDAPROVSU

Salinan Aslinya
M,

Pembina
98003

BIRO

HUMAS DAJY KEPROTOKOLAI{

PELAYANAN MEDIA DAN
INFORMASI

BAGIAN

KEPROTOKOLAN

SUB BAGIAN

PEMBERITAAN

SUB BAGIAN

PELAYANAN MEDIA

SUB BAGIAN

ACARA KEPROTOKOLAN

SUB BAGIAN

PELAYANAN INFORMASI

SUB BAGIAN

HUBUNGAN KEPROTOKOLAN

SUB BAGIAN

PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SUB BAGIAN

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUB BAGIAN

TATA USAHA BIRO

SUB BAGIAN

KETATAUSAHAAN PIMPINAN

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADINIP.1



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAK\'AT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

Salin

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Aslinya
KUM,

Pembina

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN

UMUM

BAGIAN

KEUANGAN

BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN,
PERSIDANGAN DAN RISALAH

BAGIAN

INFORMASI DAN
PROTOKOL

SUB BAGIAN

TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN ANGGARAN

SUB BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN
INFORMASI

SUB BAGIAN

PERLENGKAPAN DAN
PENDISTR1BUSIAN

SUB BAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUB BAGIAN

PENGKAJIAN HUKUM

SUB BAGIAN
PROTOKOL DAN

HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

SUB BAGIAN

RUMAH TANGGA DAN PERAWATAN

SUB BAGIAN

AKUNTANSI

SUB BAGIAN

SIDANG DAN RISALAH

SUB BAGIAN

PELAYANAN
MASYARAKAT

NIP.1


